
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasae Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)    Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang    Nomor   6   
Tahun    2023    tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2022 tentang 

Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1425); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.  

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. 

6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, 

aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai 
pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 
antar periode maupun antar entitas. 

7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 

8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD 

adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan 
sumber daya ekonomis yang dipercayakan sesuai dengan kebijakan 

akuntansi pemerintah daerah. 
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9. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

10. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

11. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah keputusan 
pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan 
dalam laporan keuangan. 

12. Pengukuran dan penilaian adalah proses penetapan nilai uang untuk 
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.  

13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu 

transaksi atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi 
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan – LRA, 
belanja, pembiayaan, pendapatan – LO dan beban, sebagaimana akan 

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

14. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

15. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan fungsi 
pengelolaan keuangan daerah. 

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Bangka selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

18. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bangka yang terdiri atas 

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang–undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan. 

19. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. 

20. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang 
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan 
lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan 

mengeleminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu 
entitas pelaporan kosolidasian. 

21. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau 

entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 

22. Asumsi dasar pelaporan keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan 

keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, 
dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 

23. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak 
memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan 

informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat 
keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. 
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24. Kas Daerah yang selanjutnya disingkat Kasda adalah tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 

25. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan– LRA 

dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD 
selama satu periode pelaporan. 

26. Saldo anggaran lebih adalah akumulasi saldo yang berasal dari SiLPA/SiKPA 
tahun–tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian 
lain yang diperkenankan. 

27. Surplus/defisit – LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA 

dan belanja selama satu periode pelaporan. 

28. Surplus/defisit – LO adalah selisih antara pendapatan – LO dan beban selama 

satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan 
non operasional dan pos luar biasa. 

29. Tanggal pelaporan keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode 
pelaporan.  

30. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 
dari/kepada entitas pelaporan lain. 

31. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, 

surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 

satu periode. 

32. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya  yang 
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran  yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh pemerintah. 

33. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum  

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh  

pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

34. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas  

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan  
dan dana bagi hasil. 

35. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak 
berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali 

dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran  
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau  

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain  dapat 
berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan  antara 

lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian 
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh  pemerintah. 

36. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu. 
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37. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 

Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban-LO, dan 
surplus/defisito perasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode 

sebelumnya. 

38. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 

menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas 
pada tanggal pelaporan. 

39. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL 
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL 

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL 
akhir. 

40. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
laporan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, 
Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

41. Bagan Akun Standar adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi 
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 

42. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan 

yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari 
ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

43. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
catatan atas laporan keuangan. 

44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

45. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah 
pada umumnya. 

46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD. 

47. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran 

langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui 
penerbitan surat perintah membayar langsung. 

48. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung yang selanjutnya 

disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 
dana atas beban APBD kepada bendahara pengeluaran/penerima hak 
lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah 

kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 

49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil penggantian uang persediaan 

nihil yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
yang selanjutnya disahkan oleh BUD. 



6 
 

50. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk 

membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit kerja dan/atau untuk 
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin 

dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 

51. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang pengganti 

UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

52. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan 

uang persediaan yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan 
APBD yang tidak cukup didanai dari UP. 

53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam penyusunan dan 
penyajian LKPD agar sesuai SAP.  

(2) Peraturan Bupati ini ditujukan agar : 

a. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan  

b. terciptanya akuntabilitas LKPD. 

BAB III 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 3 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan SAP Berbasis 
Akrual. 

a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi: kebijakan akuntansi 
pelaporan keuangan; dan 

b. kebijakan akuntansi akun. 

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a terdiri atas: 

a. LRA; 

b. LPSAL; 

c. Neraca; 

d. LO; 

e. LAK;  

f. LPE; dan 

g. CaLK. 

(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
terdiri atas :  

a. kebijakan akuntansi pendapatan – LO dan pendapatan LRA;  

b. kebijakan akuntansi beban dan belanja;  

c. kebijakan akuntansi transfer;  

d. kebijakan akuntansi pembiayaan;  

e. kebijakan akuntansi kas dan setara kas; 
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f. kebijakan akuntansi piutang;  

g. kebijakan akuntansi persediaan;  

h. kebijakan akuntansi investasi;  

i. kebijakan akuntansi aset tetap;  

j. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;  

k. kebijakan akuntansi dana cadangan;  

l. kebijakan akuntansi aset lainnya;  

m. kebijakan akuntansi kewajiban;  

n. kebijakan akuntansi koreksi Ekuitas; dan  

o. kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 

perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 

 

Pasal 4 

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai 
berikut :  

Bab I. kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 

Bab II.  penyajian laporan keuangan; 

Bab III.  laporan realisasi anggaran; 

Bab IV. laporan arus kas; 

Bab V. laporan operasional; 

Bab VI. catatan atas laporan keuangan; 

Bab VII.  akuntansi pendapatan; 

Bab VIII. akuntansi belanja; 

Bab IX. akuntansi piutang; 

Bab X. akuntansi persediaan; 

Bab XI.  akuntansi investasi; 

Bab XII. akuntansi aset tetap; 

Bab XIII.  akuntansi aset tetap lainnya; 

Bab XIV.  akuntansi kontruksi dalam pengerjaan; 

Bab XV. akuntansi aset tak berwujud; 

Bab XVI.  akuntansi kewajiban; 

Bab XVII.  koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan        
estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan; 

Bab XVIII. laporan keuangan konsolidasian; 

Bab XIX. penyajian kembali; 

Bab XX. perjanjian konsesi jasa – pemberi konsesi; 

Bab XXI. akuntansi properti investasi. 

Bab XXII. pernyataan tanggung jawab bupati, kepala organisasi perangkat     

daerah (OPD) dan bendahara umum daerah (BUD); 

(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini .  
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 

10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Bangka Nomor 80 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Bangka Tahun 2022 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

Ditetapkan di Sungailiat 

pada tanggal 20 Maret 2024    

Pj. BUPATI BANGKA, 

 

dto 
 

 
M.HARIS, AR  

Diundangkan di Sungailiat 

pada tanggal 20 Maret 2024    

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 
 

dto 
 
ANDI HUDIRMAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 4 

 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
dto 

SRI ELLY SAFITRI, SH 

PEMBINA TK. I/IVb 
NIP. 197410082005012007 

 


